KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 244 TAHUN 2020

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DIMASA KEDARURATAN

Menimbang

Mengingat

KESEHATAN MASYARAKAT TERHADAP
CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Sebagai Bencana Nasional, saat ini Indonesia sedang
mengalami kedaruratan kesehatan masyarakat dan
digolongkan sebagai bencana nasional non alam;

bahwa sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah
dalam upaya membatasi penyebaran dan memutus
rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) di Banjarmasin perlu menetapkan komando
pelaksanaan kegiatan disiplin protocol kesehatan di
lapangan sebelum memasuki tata kehidupan
Kenormalan Baru (New Normal) di Banjarmasin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Walikota tentang Penegakan
Disiplin Protokol Kesehatan Dimasa Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat Terhadap Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);



Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan  Bencana  (Lembaran = Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3447);



Memperhatikan

10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

17

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19
(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Repunlik Indonesia Nomor 6487);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1501 /MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis-Jenis
Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan
Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk hokum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pimpinan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10);

. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSKAN:

Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Dimasa
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terhadap Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)

Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah  sebagai
pelaksanaan tanggap darurat daerah terhadap situasi
saat ini yang berada dalam kedaruratan kesehatan
masyarakat terhadap Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Banjarmasin dan mengatasi Bencana
Nasional non alam.

Pelaksana Komando Penegakan Disiplin Protokol
Kesehatan ditetapkan dan diberikan kewenangan
kepada Komandan Kodim 1007 Banjarmasin sebagai
Pimpinan dan pengendali kegiatan.

Dalam pelaksanaan Disiplin Protokol Kesehatan ini,
berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan
Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
Pada Situasi Pandemi, dan Standar Prosedur
Operasional lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Komandan Kodim 1007 Banjarmasin dalam
menegakan Disiplin Protokol Kesehatan dapat
meminta bantuan dan berkoordinasi dengan Kepala
Kepolisian Resort Kota (Kapolresta) Banjarmasin
serta Kesatuan Polisi Pamong Praja serta
memberdayakan Satgas Kelurahan, para Ketua-Ketua
Rukun Tetangga/Rukun Warga yang ada pada
masyarakat.

Sasaran utama dalam Penegakan Disiplin Protokol
Kesehatan adalah semua pasar, tempat ibadah dan
kantor serta fasilitas umum lainnya.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2020 sesuai kemampuan Keuangan
Daerah.



KEDELAPAN :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA



